
BUPATI SAROLANOUN, 

a. bahwa bahwa unruk melaksanakan ketentuan Pasal 20 
ayat 3 Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan 
dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis 
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sarolangun 
tcntang Pembenrukan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

b, bahwa berdasarkan surat Gubemut Jambi Nomor: S- 

061 / 107 /SETOA.ORG-2.3/1/2018 tanggal 15 Januari 
2018 tentang Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana 
teknis Daerah Pada Kabuparen Sarolangun lahun 2018, 
sebagimana tercantum dalam lampiran rekomendasi urut 
IX angka 1 pada kolom 3 dapat disetujui dibentuk UPTD 
dengan Tipelogi A; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan buruf b, perlu menctapkan 
peraruran bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Togas dan F\mgsi serta Tata Kerja 
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlengkapan dan 
Perbengkelan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang Kabupaten Sarolangun; 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

Mcnimbang 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN OROANISASJ, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLENGKAPAN 

DAN PERBENGKELAN PADA DINAS PEKERJMN UMUM DAN 
PENATAAN RUANO KABUPATEN SAROLANOUN 

TENTANO 

PERATURAN BUPATI SAROLANOUN 

NOMOR 19 TAHUN 2018 

BUPATI SAROLANGUN 

PROVINS! JAMB! 

l~i~lil PERAlVIIAN UUPIJI 
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I. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pcmbentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3903) scbagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 rentang 
Pcrubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 
tentang Pcmbentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3969); 

2. Uodang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembarao Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lem.baran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 
Uodang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Uodang-Uodang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887]; 

5. Peraturan Oaerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupateo Sarolangun Tahun 
2016 Nomor S) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraruran Daerah Kabupaten Sarolanguo Nomor 10 
tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Pcraturan Oaerah 

Mengingat 



3 

SABI 

KE:TENTIJAN UMUM 
Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemeriotahan oJeh 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan priosip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Rcpublik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalatn Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemcrintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang mcmimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom, 

4. Bupati adalah Bupati Sarolangun. 
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sarolangun. 
6. Dewan Pexwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwa kilan rakyat dacrah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintah daerah. 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANJSASJ, TUGAS DAN 

FUNGSJ SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNJS 

DAERAH PERLENGKAPAN DAN PERBENGKELAN PADA 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATMN RUANG 

KABUPATEN SAROLANGUN. 

TENTANG PEMBENTUKAN, BUPATI PERATURAN Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Kabupatcn Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pcmbcntukan clan susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 10); 

6. Peraruran Mcntcri Da1am Ncgcri Nomor 12 tahun 2017 
tcntang pcdoman pembcntukan dan kalsifikasi Cabang 
dinas dan unit pelaksana tcknis daerah; 

7. Peraturan bupati Nomor 65 tahun 2016 ten tang susunan 
organisasi, kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 
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BABIV 

SUSUNAN ORGANISASI 
Pasal 4 

(I) Unit pelaksana tekois Daerah perlengkapan dan perbengkelan mcmiliki 
tipelogj A. 

BAB lll 
KEDUDUKAN 

Pasal 3 
(I) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlengkapan dan Perbengkelan 

merupakan unsur pelaksana tugas operasional/penunjang Oinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sarolangun. 

(2) Unit Pclaksana Teknis Dacrah Perlengkapan dan Perbengkelan dipimpin 
oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Oaerab di bawah dao 
bertangung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Peoataan 
Ruang. 

BAB l1 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 
Dengan Peraturan Bupati ini dibeotuk Unit Pelaksana Tekois Daerah 
Perlengkapao dao Perbeogkelao pada Dinas Pekerjaan Umum dao 

Penataan Ruang Kabupaten Sarolangun. 

7. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun. 

8. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Sarolangun. 

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah 
Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Sarolangun. 
l 0. UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan adalah unit yang bertugas 

menyelenggarakan kcgiatan penyediaan perlengkapan, peralatan serta 
pemeliharaan, perbaika a fasilitas dan perbengkelan di daerah. 

11. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dacrah pada Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sarolangun. 
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(I) UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan mempunyru tugas pokok 
menyelenggarakan kegiatan penyediaan perlengkapan alat, peralatan serta 
pemeliharaan, pcrbaikan fasilitas dan perbengkelan di daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (!), UPTD 
Perlengkapan dan Perbengkelan mempunyai fungsi: 
a. Menyusun rencana program kegiatan UPTD Perlengkapan dan 

Perbengkelan; 
b. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan teknis operasional atau 

kegiatan teknis penunjang dibidang perlengkapan dan perbengkelan; 
c. Pelaksana pelayanan, penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan 

perlengkapan dan perbengkelan; 
d. Pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia; 
e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan keuangan UPTD perlengkapan 

dan perbengkelan; 
f. Menginventarisir perlengkapan dan peralatan perbengkelan, 
g. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kepentingan dinas 

dibidang perlengkapan dan peralatan; 

TUGAS DAN FUNG$! 

Pasal 5 

BABV 

(2) Tipelogi A pada UPTD perlengkapan dan pcrbengkelan memilil<l struktur 
sebagai berikut: 

a. Kepala UPTD dengan eselon Na/Pcngawas; 
b. Kepala Subbagian Tata Usaha dengan eselon Nb/Pengawas; 
c. Jabatan Fungsional. 

(3) UPTD perlengkapan dan perbengkelan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD 
yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang Kabupaten Sarolangun. 

(4) SUb Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada 
dibawah dan bertanggUDgjawab Kepada UPTO. 

(5) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

[r-!~~11l i'tllATlil!A.~ OUPATI) 
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Kepala UPID 

Pasal 6 

(I) Kepala Unit Pelaksana Teknis Oaerab perlengkapan dan perbengkelan 
mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan 
pelaksanaan dalam mereocanakan, melayani, menjamin lrualitas serta 
pemeliharaan peralatan, bahan dan dolrumen perlengkapan dan 
perbengkelan pada dinas pekerjaan umum dan penatan ruang Kabupaten 
Sarolangun. 

(2) Untuk menyelenggara.kan tugas dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit 
Pelaksana Teknis Oaerah Perlengkapan dan Perbengkelan mempunyai 
uraian rugas: 
a. menyusun dokumen perencanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

perlengkapan dan perbengkelan sesuai ketentuan berlalru sebagai bahan 
perumusan dolrumen perencanaan; 

b. menyusun rancangan kebijakan teknis Unit Pelaksana Teknis Oaerah 
perlengkapan dan perbengkelan yang berpedoman kepada ketentuan 
yang berlalru sebagai bahan rumusan; 

c. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar 

pelayanan dan standar operasional prosedur Unit Pelaksana Teknis 
Daerah perlengkapan dan perbengkelan sesuai ketentuan berlaku 
sebagai pedoman pelaksanaan wgas; 

d. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Unit Pelaksana 
Teknis Daerab perlengkapan dan perbengkelan secara berjenjang sesuai 
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan rugas; 

e. menyusun rencana kegiatan operasional Unit Pelaksana Tcknis Daerah 
perlengkapan dan perbengkelan sesuai petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

Bagian Kesatu 

h. Melaksanakan kegiatan pengelolaan perbengkelan; 
i. Menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan fasilitas perlengkapan dan 

perbengkelan; 

J. Menyelenggarakan pengelolaan perlengkapan dan perbengkelan; 
k. Mengkoordinir dan mengawasi peJaksanaan tugas lain yang diberikan 

oleb atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

~\!NUT PEJlATtJM\' DUPATI) 
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(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas dalam memimpin, 
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan rugas-tugas pclayanan 
kesekretariatan yang meliputi pembinaan dan pcngawasan, 
peyelengggaraan urusan keuangan, kepcgawaian, kehumasan, hukum, 
surat-rnenyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan, administrasi, organisasi 
dan tata Jaksaoa rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan 
pelaporan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dima.k:sud pada ayat (1), Sub 
bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 

Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 7 

Bagiarl Kedua 

f. melaksanakan penarausahaan meliputi perencanaan, penenmaan, 
penyimpanan, pemeliharaan, pengelolaan, pendistribusian. monitoring 
dan evaluasi; 

g. melaksanakan fasilitasi teknis kepada perugas di UPTD pcrlengkapan 

dan perbengkelan; 
h. rnengendalikan pelayanan publik Unit Pelaksana Teknis Daerah 

perlengkapan dan perbengkelan yang berpedoman pads ketentuan yang 
berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan; 

L melaksanakan evaluasi kegiatan Unit Pela.k:sana Teknis Daerah 
perlengkapan dan perbengkelan secara berkala untuk perbaikan kinerja 
yang akan datang; 

J· melaporkan pelaksanaan kegiatan Unit Pela.k:sana Teknis Daerah 
perlengkapan dan perbengkelan sesuai dokumen perencanaan yang 
telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan 
tu gas; 

k. membagi rugas bawahan sesuai kompetensinya untuk kelancaran 
pclaksanaan rugas; 

l. melaksanakan penilaian prestasi kerja terbadap sasaran kerja pegawai 
dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang bcrlaku sebagai cerminan 
kinerja bawahan; 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 
rugasnya. 
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(1) Kelornpok Jabatan Fungsional terdiri dari sejnmlah tenaga fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. 
(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 ), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan be ban kerja 
sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 9 

PasaJ 8 

Dilingkungan UPTO Perlengkapan dan Pcrbengkelan Pada Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu 
sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Bagjan Ketiga 

Kelompok Jabatan Fungsional 

a. Pcnyiapan, pengumpulan dan pengolahan/analisa bahan-bahan 

penyusunan program pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan 
urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-rnenyurat, 
kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, 
penyusunan program dan pe.laporan; 

b. mengelola surat-menyurat, meliputi kearsipan dan ekspedisi, pengadaan 
dan pendistribusian; 

c. mempersiapkan perlengkapan rapat dan pelatihan; 
d. melaksanakan urusan n1mah tangga dan kehumasan; 
c. melaksanakan administrasi kepada pelanggan/ masyarakat; 
f. mengelola urusan administrasi barang/alat, pcrawatan dan 

pemcliharaan barang/alat inventaris; 
g. melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian 

dokumen yang terkait dengan UPJ'D; 
h. memberikan informasi kepada masyarakat dan pelayanan lainnya; 
i. melaksanakan rugas lain yang diberikan oleb Kepala UPTD sesua.i 

dengan kewenangannya 

fflll.lJI PfllATUIIAN BIJP.tH 
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Pada saat pe.raturan bupati ini mulai berlaku, Peraturao Bupati Nomor 8 
Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan umum dao Perumahan Rakyat Kabupaten 
Sarolangun (Be.rita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 Nomor 8), 
dicabut dan ctinyatakan tidak berlaku. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

(1) Dalam melaksanakan rugasnya Kepala UPI'D, Kepala Sub Bagian, 
Kelompok Jabatan Fungsional, barus menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Organisasi 
maupun dengan Satuao Kerja Petangkat Daerah lainnya. 

(2) Setiap Pimpinao wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahan 
yang dipimpin dao apabila terjadi penyimpangan segera mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya satuan orgaoisasi menerapkan petunjuk 

dan menyampaikan laporan kepada pimpinan masing-rnasing dengao 
memperhatikao petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku. 

BAB VD 

TATA KERJA 

Pasal 11 

PENGANOKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Pasal 10 

(I) Kepala UPTD, Kepala Subbagian dao Jabatan Fungsional diangkat dan 

diberhentikan Oleh Bupati. 
(2) Pengangkatao dao Pemberbentiao sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat ctiusulkao dilakukan oleb Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Pengangkatao pada jabatan scbagaimaoa dimaksud pada ayat (2) 

berpedoman pada ketenruan dan peraturan perundang-undangao yang 
berlaku. 

BABVI 
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BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018 NOMOR 

Diundangkan di Sarolangun 
pada tanggal lb .:)4wtt, 2018 

SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, 

THABR~;/;ZALl 

Ditetapkan di Sarolangun 

pada ta.nggal 1'- ~kl\.lA\'-1 2018 
tBUPATI SAROLANGUN, 

A 
CE'lfeNDRA 

T£LA8 OIT[LITJ KEBENARAN'.'IYA 
111111,1,~ l<>.SAG Hl.'IIUI DA\ tW4 
1ll, --r 
c;.·- -""'~~..1 . ..,,9,t .S.HMAO HA~fll SH 
N.P ,, __ ·- M ,. ,1;n~1t 11ncJ ,,:::. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Sarolangun. 

Pasal 13 

(&iltl,l fERAitJllt.H BUPI\TI] 
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CEKENDRA 

~SAROLANGUN, TEI.Ali nun ITJ KE&ENARA:'1:'IYA 
fl.~~ ...... <J8)lj lil!<l.!M °"~""" a 

,~ r, . ..-1 •. :::::, SH 
N1f'M~ ...... ,, 1--- , __ t t' l~]fltJt!1fO)l!!t 

Garis Komando 

- - - - - - - - - - -> Garis Koordinasi 

KEPALA 
. 
I 
I 
L ------------, 

I . 
SUB BAGIAN 
TATA USAHA 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

BAGAN STRUK11JR OROANISASI 

UPTD PERLENGKAPAN DAN PERBENGKELAN 

TIPEl..001 A 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAROLANGUN 
NOMOR I! TAHUN 2018 

TANGGAL 16 .:J,IWA,-1 2018 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 

OAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PEL.AKSANA TEKNIS 

DAERAH PERLENGKAPAN DAN PERBENGKELAN PADA DINAS 

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN 

SAROLANGUN. 


